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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu komponen penting dalam

pemerintahan. ASN merupakan pelaksana dari berbagai fungi pemerintah untuk

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. ASN terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN

memegang peran penting dalam pelaksanaan proses pemerintahan, sehingga ASN

dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi, berpengetahuan

luas, berkepribadian baik, moral, dan etos kerja. Selain aspek keahlian individu

yang menjadi tolak ukur kinerja ASN adalah kedisiplinan dalam bekerja.

Hak ASN yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun

dan jaminan hari tua mendapatkan perlindungan serta pengembangan kompetensi.

Selain gaji, ASN juga mendapat tunjangan dan tambahan penghasilan

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bahwa pemerintah daerah

dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah

berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah pemberian imbalan jasa

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikaitkan dengan penilaian

kinerja mereka. Artinya, tambahan penghasilan pegawai diberikan jika seorang

ASN memiliki kinerja yang bagus dalam suatu bidang kerja. Tambahan

Penghasilan Pegawai yang diberikan pada ASN ini bertujuan untuk memberikan

motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan

pegawai. Dengan adanya tambahan penghasilan dapat memotivasi pegawai agar

dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan pencapaian

tujuan organisasi dapat tercapai dengan kinerja pegawai yang meningkat. Apabila
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kinerja pegawai meningkat dan kedisiplinan pegawai baik maka pegawai tersebut

akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan haknya.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang berlaku mulai 2 Januari 2018, PNS

menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang pembayarannya diatur

menurut jabatan dan golongan, serta tingkat kehadiran . Tujuan dari pemberian

TPP ini adalah untuk mensejahterakan dan memotivasi PNS untuk mendukung

pelaksanaan tugas. Besaran TPP ini akan berbeda untuk setiap jabatan dan

golongan. Untuk jabatan tertinggi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, besaran TPP-

nya adalah sebesar Rp 30.000.000 per bulannya, sedangkan untuk jabatan

terendah Pelaksana Golongan I sebesar Rp 2.400.000. Besaran TPP ini akan

dihitung lagi secara proporsional berdasarkan jumlah kehadiran dan

ketidakhadiran dengan kondisi tertentu dan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam

bulan bersangkutan. Sehingga PNS yang tidak hadir kerja tanpa alasan jelas akan

mendapatkan denda potongan dari TPP-nya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk

mempelajari lebih lanjut mengenai tahapan berupa prosedur pengajuan atau

pembayaran tambahan penghasilan pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumsel. Oleh sebab itu, penulis menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

dengan judul “Laporan Kegiatan Prosedur Pengajuan atau Pembayaran

Tambahan Penghasilan Pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan”.

1.2 Tujuan PKL

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui situasi dan kondisi dunia kerja yang sebenarnya serta dapat

melakukan perkerjaan dan dapat memecahkan masalah-masalah yang

mungkin terjadi sehubungan dengan perkerjaan yang dilaksanakan.

2. Memperoleh wawasan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang ada di

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan

pengamatan secara langsung pada kegiatan yang berkaitan.
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3. Mengenal lingkup kerja secara langsung dan menambah pengalaman dalam

dunia kerja.

4. Melatih praktikan dalam hal manajemen waktu, kemampuan beradaptasi,

disiplin dan profesional dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan.

5. Memiliki pengalaman yang akan menjadi bekal bila suatu saat nanti

terpanggil mengabdi dalam suatu perusahaan atau instansi tertentu.

1.3 Manfaat PKL

Adapun manfaat praktik kerja lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagi Mahasiswa

a. Dapat menambah kemampuan, keterampilan, dan wawasan, sehingga nantinya

akan menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntunan pasar kerja.

b. Dapat memecahkan masalah yang ada selama pelaksanaan PKL melalui ilmu

yang di dapat selama perkuliahan dan mampu merberikan solusi untuk

pengembangan system yang ada sehingga lebih efektif.

c. Dapat memperoleh kemudahan untuk memahami dan menekuni pekerjaan

yang diberikan perusahaan.

1.3.2 Bagi Institut Teknologi dan Bisnis

a. Dapat mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan

materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang terjadi

di dunia kerja.

b. Dapat dijadikan sebagai arsip atau dokumen yang diharapkan bermanfaat untuk

proses kegiatan perkuliahan mahasiswa nantinya.

c. Mampu menjadi indikator penilaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa

dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja.

1.3.3 Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Dapat menjalin hubungan baik antara instansi dengan lembaga perguruan tinggi,

serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan

bermanfaat.
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1.4 Tempat PKL

Penulis melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang

menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang koperasi dan UKM,

pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang

miliknegara/daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya. Dalam

melaksanakan kegiatan PKL, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan

pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, dimana tempat

tersebut merupakan salah satu mitra Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.

Oleh karena itu, penulis memilih instansi tersebut untuk melakukan kegiatan PKL

selain dari lokasinya yang cukup strategis.

Berikut ini merupakan informasi mengenai tempat pelaksanaan PKL.

Nama : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 No. 565, 20 Ilir D. III, Kec.

Ilir Tim. I , Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129.

Telepon : (0711) 355084

Fax : (0711) 352082

Website : https://diskopukm.sumselprov.go.id

1.5 Waktu PKL

Waktu PKL terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap

Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan.

1.5.1 Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan penulis mencari perusahaan yang dapat dijadikan

untuk Praktik Kerja Lapangan dan sudah diakui keberadaanya, letak yang

strategis dan mudah untuk di temui. Sebelum memulai Praktik Kerja Lapangan,

penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonaan untuk melaksanakan Praktik

Kerja Lapangan di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah selesai mengurus surat permohonaan yang dibuat oleh pihak (

https://diskopukm.sumselprov.go.id/
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BAAK) Palcomtech, selanjutnya memberikan langsung surat

permohonaan Praktik Kerja Lapangan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan untuk selanjutnya diberikan kepastian berupa konfirmasi surat

balasan oleh pihak perusahaan. Ketika Penulis sudah terkonfirmasi untuk menjadi

mahasiswa magang, penulis dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sesuai

dengan waktu yang sudah ditentukan.

1.5.2 Tahap Pelaksanaan

Penulis melaksanakan PKL dalam waktu 1 bulan yakni terhitung sejak

tanggal 1 Agustus 2023 hingga 31 Agustus 2023. Dalam pelaksanaan PKL penulis

mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, seperti kedisiplinan waktu untuk jam kerja.

Adapun jadwal kegiatan PKL penulis dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jadwal PKL

Hari Jam Kerja

Senin s.d. Kamis 07.00-16.00 WIB

Jumat 07.00-16.30 WIB

Sumber: data diolah (2023)

1.5.3 Tahap Pelaporan

Penulis mulai penyusunan laporan PKL pada pertengahan bulan Agustus

2023 disaat penulis sedang melakukan kegiatan PKL. Hal ini dilakukan guna

mempermudah konsultasi dengan dosen pembimbing PKL dan juga pembimbing

di lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses

penyusunan laporan kegiatan PKL.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Sumatera Selatan, Penulis menggunakan beberapa metode

penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Adapun Teknik pengumpulan data

yang penulis gunakan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:
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1.6.1 Metode Observasi

Menurut (Sugiyono, 2017), observasi sebagai teknik pengumpulan data

yang mempunyai ciri spesifik bila dibangingkan dengan teknik yang lainnya.

Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang

kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak

yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis

jabatan.

Dalam pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan observasi

berperan serta (participant observation). Sugiyono (2018:145) menyatakan bahwa

dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

1.6.2 Metode Wawancara

Sujarweni (2019:31) menyatakan bahwa wawancara adalah proses

memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan

cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu

melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya

wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam

tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

Dengan metode ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada

salah satu pegawai bagian keuangan yaitu dengan Bapak Hanafi, S.E untuk

pengumpulan informasi yang akurat dan dasar pembuatan laporan praktik kerja

lapangan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan atau pembayaran Tambahan

Penghasilan Pegawai (TPP).

1.6.3 Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh

melalui dokumentasi. Analisis dokumen merupakan gambaran dari suatu masalah,
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yang bisa dibuktikan melalui beberapa dokumen seperti surat, memo,



7

pengumuman, hasil kerja, hasil peniaian, dokumen arsip, laporan, tabel waktu,

kebijakan serta pengaturan.

Dokumentasi yang didapat berupa foto-foto yang dibutuhkan Penulis untuk

mengerjakan laporan ini, diantaranya surat perintah pencairan dana,surat perintah

membayar langsung (LS), serta foto saat melakukan kegiatan di tempat Praktik

Kerja Lapangan.
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BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.5 Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sebelum menjadi Organisasi Perangkat Daerah dengan Nama Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas ini telah

beberapa kali berubah nama / nomenklatur. Sejak masih menjadi Kantor Wilayah

Departemen Koperasi hingga menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Perubahan nama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun 1950—1957 bernama Kantor Wilayah Departemen Koperasi Sumatera

Selatan.

2. Tahun 1957 bernama Kementerian Perekonomian Kantor Inspeksi Koperasi

Sumatera Selatan.

3. Tahun 1957—1960 bernama Kementerian Perdagangan Kantor Inspeksi

Koperasi Sumatera Selatan.

4. Tahun 1960—1961 bernama Departemen Transmigrasi, Koperasi dan

Pembangunan Masyarakat Desa.

5. Tahun 1961—1963 bernama Departemen Jawatan, Jawatan

Koperasi Sumatera Selatan.

6. Tahun 1963—1966 bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi,

Jawatan Tingkat Satu Sumatera Selatan.

7. Tahun 1966—1978 bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi,

Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Selatan.

8. Tahun 1978 bernama Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi

Sumatera Selatan.

9. Tahun 1978 —1983 bernama Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kantor
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Wilayah Koperasi Sumatera Selatan.

10. Tahun 1983—1993 bernama Kanwil Departemen dan PKK Provinsi

Sumatera Selatan.

11. Tahun 1993—1997 bernama Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

12. Tahun 1999—2000 bernama Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan

Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

13. Tahun 1999—2001 bernama Badan Koperasi,Pengusaha Kecil danMenengah

dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

14. Tahun 2001—2003 bernama Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan

Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

15. Pada Tahun 2003—Sampai sekarang bernama Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir mengatur

nomenklatur tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera.

Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan maka Dinas Koperasi dan UKM masih

berdiri sampai saat ini.

2.5 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Berikut ini merupakan visi dan misi dari Dinas Koperasi dan UKM

Povinsi Sumatera Selatan.

2.5.3 Visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

VISI pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018—2023

adalah “Sumsel Maju Untuk Semua“.

2.5.3 Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor

pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran

dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
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2.3 Lambang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Berikut ini merupakan lambang/logo dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan sebagai Lembaga Pemerintah Provinsi.

Sumber: diskopukm.sumselprov.go.id (2023)

Gambar 2.2 Lambang Pemerintah Provinsi
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2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini.

Sumber: diskopukm sumsel (2023)

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel



12

2.5 Uraian tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Sumatera Selatan

Berikut ini adalah uraian tugas dari struktur organisasi pada Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

2.5.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur rnenyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang

Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Dinas Koperasi

dan UKM mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang

telah ditetapkan dan kebijakan teknis.

b. Penyelenggaraan pernbinaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum

Koperasi.

d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengernbangan koperasi,

usaha kecil dan menengah

e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang

milik Negara/daerah.

f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.5.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi

dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan urusan Keuangan.

c. Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian.

d. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan
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bawahan.

e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik

negara/daerah, dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpiman.

Dalam Sekretariat terbagi menjadi tiga Subbagian yang bertugas,

diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Berikut ini merupakan tugas dari Subbagian Perencanaan.

a. Perencanakan program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program

kegiatan.

b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan

anggaran.

c. Pelakukan input data koperasi dan usaha kecil dan menengah dari masing-

masing Bidang untuk penyajian pelaporan.

d. Merencanakan program, kegiatan dan penganggaran.

e. Menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan

anggaran.

f. Membuat pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran.

g. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan Subbagian Keuangan

dalam hal evaluasi dan pelaporan.

h. Memberikan araban, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan

Berikut ini merupakan tugas dari Subbagian Keuangan.

a. Melakukan penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi

keuangan.

b. Menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya.

c. Melakukan verifikasidan perbendaharaan.

d. Melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan.

e. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan.

f. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan
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3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berikut ini merupakan tugas dari Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Merencanakan kegiatan dan memberikan pelayanan umum, humas dan

kepegawaian.

b. Mengerjakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

c. Melakukan pengelolaan perlengkapan kantor dan barang milik daerah.

d. Mengerjakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana

dan kehumasan.

e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi.

f. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

g. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan umum, humas dan

kepegawaian.

h. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik

negara/daerah.

i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).

j. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.5.3 Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang perizinan, kelembagaan dan monitoring, evaluasi, pelaporan

dan data koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Perizinan

dan Kelembagaan rnernpunyai fungsi:

a. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di provinsi yang akurat;.

b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam di provinsi yang akurat.

c. Pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam

untuk koperasi.

d. Pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang,

kantor cabang pembantu dan kantor kas.
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e. Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar

koperasi dan pembubaran koperasi.

f. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan

pemberdayaan koperasi.

h. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi

dan bawahan, dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Seksi Perizinan

Mempunyai tugas :

a. Meneliti dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.

b. Meneliti dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan

kantor kas.

c. Melakukan penyiapan dan menginventarisir izin usaha simpan pinjam.

d. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan perizinan.

e. Memberi petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Kelembagaan

Mempunyai tugas :

a. Meneliti berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar

koperasi.

b. Meneliti berkas pembubaran koperasi.

c. Memberi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

d. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi.

e. Memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf. dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan membuat laporan
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pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

b. Meneliti data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam yang akurat.

2.5.4 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan

Koperasi,Pemeriksaan Kelembagaandan Usaha Koperasi dan Pennerapan

Peraturan dan Sanksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang

Pengawasan dan Perneriksaan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan

perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan

usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan

kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam.

c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, perneriksaan

kelembagaan koperasi, perneriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam.

d. Melakukan penyiapan data pembubaran koperasi yang tidak aktif.

e. Memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam

Mempunyai tugas :

a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian

kesehatan koperasi.

b. Meneliti data penilaian keseh atan koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam.
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c. Menyusun d ata kesehatan koperasi simpan plnjamzunit simpan pinjam.

d. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan kesehatan koperasi

simpan pinjam/ unit simpan pinjam.

e. Memberikan araban, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Mempunyai tugas :

a. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha

koperasi.

b. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam unit

simpan pinjam.

c. Menyiapkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan

kelembagaan dan usaha koperasi.

d. Memberikan arahan pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Mempunyai tugas:

a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.

b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

c. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf, dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.5.5 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan

Perlindungan Usaha Kecil dan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bidang

Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana, usaha, sarana

dan prasarana UKM.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM.
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c. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Organisasi

dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM.

d. Penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha.

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Mempunyai tugas :

a. Melakukan fasilitasi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar

negeri.

b. Menyiapkan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan

menginventarisir data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

c. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Mempunyai tugas :

a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil.

b. Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha kecil meniadi usaha menengah.

c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemberdayaan usaha kecil.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil

Mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pelayanan pembinaan sarana prasarana, pemanfaatan sarana

prasarana dan evaluasi.

b. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan terhadap sarana dan

prasarana UKM.

c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana

UKM.



19

BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.2 Pelaksanaan Kerja

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kurang lebih 1 bulan

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 dalam

melaksanakan PKL di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

penulis di tempatkan pada Bagian Sekretariat, pertama penulis di tempatkan pada

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada bagian tersebut penulis dapat

meyelesaikan tugas seperti merekap hasil kerja bulanan pegawai periode bulan

Januari sampai dengan Agustus 2023.

Pada minggu terakhir Penulis di tempatkan di Sub Bagian Keuangan, pada

bagian tersebut penulis membantu pekerjaan yang berkaitan dengan prosedur

pengajuan atau pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Adapun kegiatan

harian yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan PKL dapat dilihat pada

tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan
Tanggal Jam Kerja Kegiatan

01 Agustus – 04 Agustus

(Minggu pertama)

08.00 - 12.00

(Selasa - Kamis)

08.00 - 16.30

(Jumat)

1. Pengenalan lingkungan

pekerjaan.

2. Mengisi Anjab dan ABK.

3. Mengetik daftar surat masuk dan

surat keluar.

07 Agustus - 11 Agustus

(Minggu kedua)

08.00 - 12.00

(Senin - Kamis)

1. Membuat laporan rekapitulasi hasil

kinerja periode bulan Januari s.d

bulan Agustus 2023.

2. Ikut menghadiri pembinaan,

monitoring dan pendataan SKM dan

SOP di Graha Bina Praja Sumsel.
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Sumber : Diolah Sendiri (2023)

Tanggal Jam Kerja Kegiatan

08.00 - 16.30

(Jumat)

3. Mengetik daftar surat masuk dan

surat keluar.

14 Agustus – 20 Agustus

(Minggu ketiga)

08.00 - 12.00

(Senin - Kamis)

08.00 - 16.30

(Jumat)

1. Mengisi Jabatan Fungsional

Pengembang Kewirausahaan.

2. Mengetik daftar surat masuk dan

surat keluar.

3. Ikut memeriahkan lomba

memperingati HUT RI Ke-78 di

Diskop UKM.

21 Agustus – 25 Agustus

(Minggu keempat)

08.00 - 12.00

(Senin - Kamis)

08.00 - 16.30

(Jumat)

1. Mengisi Jabatan Fungsional

Pengembang Kewirausahaan.

2. Membuat laporan rekaptulasi hasil

kinerja periode bulan Januari s.d

Agustus 2023 yakni rekap dokumen

staf pengelola penataan sarana dan

prasarana, analisis SDM Aparatur,

penyusun kebutuhan barang

investaris serta pengadministrasi

umum.

3. Merekap sasaran kinerja pegawai.

28 Agustus - 31 Agustus

(Minggu kelima)

08.00 - 12.00

(Senin - Kamis)

1. Mengetik Penilaian Prestasi Kerja.

2. Merekap Absensi Online.

3. Mencatat jumlah biaya yang

dikeluarkan untuk TPP yang

diterima setiap pegawai.

4. Ikut menghadiri undangan Dinas

dalam rangka kegiatan Event

Collaboration MDP di Beston Hotel

Palembang.
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3.1.1 Mengetik Daftar Surat Masuk dan Keluar

Terdapat dua jenis pengelolaan surat pada suatu perusahaan, yaitu

pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk merupakan surat yang

diterima oleh perusahaan yang dikirim oleh seseorang atau organisasi atau

perusahaan lain. Surat keluar merupakan surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh

perusahaan kepada perusahaan lain untuk suatu kepentingan perusahaan. Surat

masuk dan surat keluar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap ada acara

kegiatan. Sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar di dalam

pelaksanaannya memerlukan informasi yang cepat sehingga laporan yang

dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap surat masuk yang diterima dan surat keluar yang dikirim oleh suatu

organisasi pemerintah atau swasta mempunyai nilai yang sangat penting baik

sebagai alat komunikasi, sebagai pusat ingatan, sebagai bukti otentik dan

sekaligus dapat menunjukan dinamika atau kegiatan hidup suatu kantor atau

organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan surat masuk dan keluar harus dilakukan

sehingga selalu dapat diikuti proses perkembangannva.

Berikut langkah-langkah Praktikan dalam melakukan pelaksanaan kerja

mengetik surat masuk dan surat keluar, yaitu :

1. Praktikan menyalakan komputer.

2. Praktikan membuka aplikasi Microsoft Word.

3. Praktikan mengambil buku daftar surat masuk dan surat keluar.

4. Lalu, Praktikan melakukan input data yang tertera pada surat masuk dan

surat keluar di Microsoft Word.

5. Setelah selesai mengetik, mengecek kembali data yang tertera pada

Microsoft Word.

6. Selajutnya, praktikan menyimpan data serta menutup aplikasi.

7. Lalu, praktikan melakukan backup data.

8. Praktikan mematikan komputer dan mengembalikan buku surat masuk dan

surat keluar.
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Sumber : Data Diskop UKM Prov Sumsel, 2023

Gambar 3.1 Daftar Surat Masuk dan Surat Keluar

3.1.2 Mengisi Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan

Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan pengembangan kewirausahaan. Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Pengembang Kewirausahaan adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

Fungsi Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan yaitu melakukan

pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha,

konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha

dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan

pengembangan ekosistem bisnis.

Berikut Langkah - langkah Praktikan mengisi Jabatan Fungsional

Pengembang Kewirausahaan :
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1. Praktikan menyalakan komputer.

2. Praktikan membuka aplikasi Microsoft Word.

3. Praktikan mengambil buku Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan.

4. Lalu, Praktikan memindahkan data yang ada di buku ke Microsoft Word.

5. Setelah selesai mengetik, mengecek kembali data yang tertera pada

Microsoft Word.

6. Selajutnya, praktikan menyimpan data serta menutup aplikasi.

7. Lalu, praktikan melakukan backup data.

8. Praktikan mematikan komputer dan mengembalikan buku Jabatan

Fungsional Pengembang Kewirausahaan.

Sumber : Data Diskop UKM Prov Sumsel, 2023

Gambar 3.2 Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan
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3.1.3 Merekap Sasaran Kinerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai adalah suatu sistem yang digunakan dalam

manajemen kinerja pegawai atau karyawan di berbagai organisasi, terutama dalam

konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. SKP digunakan untuk

mengukur dan menilai kinerja pegawai berdasarkan pencapaian sasaran atau target

yang telah ditetapkan.

SKP umumnya berisi daftar tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan

oleh seorang pegawai dalam periode waktu tertentu, dan setiap tugas memiliki

target pencapaian yang jelas. SKP dibuat dengan tujuan untuk menjamin

objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja.

AKP ini membuat berbagai target dan nilai yang jelas dalam setiap tugas pokok

pegawainya.

Berikut langkah-langkah Praktikan dalam merekap Sasaran Kinerja Pegawai:

1. Praktikan menyalakan komputer.

2. Praktikan membuka aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai.

3. Praktikan menyiapkan dokumen – dokumen kinerja.

4. Lalu, Praktikan merekap Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan dokumen -

dokumen kinerja.

5. Setelah selesai mengetik, mengecek kembali data yang tertera pada aplikasi

Sasaran Kinerja Pegawai

6. Selajutnya, praktikan menyimpan data serta menutup aplikasi.

7. Lalu, praktikan melakukan backup data.
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Sumber : Diolah Sendiri

Gambar 3.3 Merekap Sasaran Kinerja Pegawai

3.1.4 Membuat Laporan Rekaptulasi Hasil Kinerja

Rekaptulasi hasil kinerja adalah proses pengumpulan dan analisis data

kinerja yang telah terjadi dalam suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja dapat

mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, dan dapat dilakukan

dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi indikator input, proses,

output, dan outcome. Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan

menggunakan berbagai metode penilaian kinerja, seperti metode penilaian

berorientasi masa lalu, metode penilaian berorientasi masa kini, dan metode

penilaian berorientasi masa depan.

Tujuan dari rekaptulasi hasil kinerja adalah untuk mengevaluasi pencapaian

tujuan dan kinerja suatu organisasi atau individu, serta untuk mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki.

Berikut Langkah-langkah Praktikan membuat Laporan Rekaptulasi Hasil
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Kinerja, yaitu :

1. Praktikan menyalakan komputer.

2. Praktikan membuka aplikasi Microsoft Word.

3. Praktikan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan hasil kerja.

4. Lalu, Praktikan mengetik jumlah dokumen tersebut di Microsoft Word.

5. Setelah selesai mengetik, mengecek kembali data yang tertera pada

Microsoft Word.

6. Selajutnya, praktikan menyimpan data serta menutup aplikasi.

7. Lalu, praktikan melakukan backup data.

8. Praktikan mematikan komputer dan merapikan kembali dokumen-dokumen

tersebut.

Sumber : Data Diskop UKM Prov Sumsel, 2023
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Gambar 3.4 Laporan Rekaptulasi Kinerja

3.1.5 Mengisi Anjab dan ABK

Analisis Jabatan atau disebut (ANJAB) bagi pegawai negeri sipil (PNS)

adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data jabatan /

proses pencatatan data jabatan yang menjadi informasi jabatan sebagai wujud

pendayagunaan aparatur. Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab

dan ABK) merupakan dokumen yang menjadi pedoman kerja yang bersifat

operasional untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan bersifat dinamis.

Dengan adanya anjab dan ABK, maka akan diketahui mengenai uraian

jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Hasil dari anjab

dan ABK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan

kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai.

Berikut Langkah-langkah Praktikan Mengisi Anjab ABK yaitu :

1. Praktikan menyalakan komputer.

2. Praktikan membuka aplikasi E-ANJAB-ABK.

3. Praktikan menyiapkan buku Anjab dan ABK.

4. Lalu, Praktikan mengisi sesuai dengan panduan buku Anjab ABK di

aplikasi E-ANJAB-ABK.

5. Setelah selesai mengetik, mengecek kembali data yang tertera pada aplikasi

E-ANJAB-ABK.

6. Selajutnya, praktikan menyimpan data serta menutup aplikasi.

7. Lalu, praktikan melakukan backup data.

8. Praktikan mematikan komputer dan merapikan kembali dokumen-dokumen

tersebut menyimpan kembali buku Abjab dan ABK.
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Sumber : Diolah Sendiri

Gambar 3.5 Mengisi Anjab dan ABK

3.1.6 Merekap Absensi Online

Aplikasi Absensi Online adalah aplikasi dengan sistem komputerisasi online

berbasis web application yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat di

akses dimana saja dan kapan saja (localhost / intranet / maupun website /

internet). Absensi Online sudah disesuaikan dengan peraturan / keputusan

Instansi yang bersangkutan, sehingga sudah dapat implementasikan sesuai

kebutuhan dan peraturan / keputusan / ketentuan yang berlaku.

Tujuan Absensi Online yaitu Mengetahui secara tertib kehadiran seluruh

pegawai, Mempermudah proses pengolahan kehadiran pegawai, Mempermudah

pencarian kehadiran pegawai, Menertibkan dokumentasi kehadiran pegawai.

Berikut Langkah – langkah Praktikan dalam merekap Absensi Online :

1. Praktikan menyalakan komputer.

2. Praktikan membuka aplikasi Absensi Online.

3. Lalu, Praktikan merekap absensi sesuai dengan aplikasi Absensi Online.
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4. Selajutnya, praktikan menyimpan data serta menutup aplikasi.

5. Lalu, praktikan melakukan backup data.

6. Praktikan mematikan komputer dan mengeluarkan aplikasi Absensi Online.

Sumber : Diolah Sendiri

Gambar 3.6 Merekap Absensi Online

3.2 Kendala yang Dihadapi

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan penulis mengamati adanya

kendala pada Prosedur Pengajuan atau Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kendala

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menyelesaikan laporan faktual harian

sehingga pemenuhan persyaratan pembayaran tunjangan menjadi terhambat.

2. Dalam perhitungan TPP data surat perintah tugas Dinas luar, izin, sakit dan

sebagainya kadang kurang lengkap sehingga harus dikonfirmasi terlebih
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dahulu ke instansi pemerintahan yang bersangkutan.

3. Tertundanya suatu penerbitan SP2D yang disebabkan pihak administrasi

Bidang akuntansi perbendaharaan pada Dinas Pedapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), kendala tersebut

yaitu terjadinya problem aplikasi simda (Eror) pada server keuangan (milik

BUD).

3.2 Cara Mengatasi Kendala

Adapun cara unuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu :

1. Melakukan pembatasan waktu kepada para pegawai dalam penyelesaian

laporan.

2. Untuk melengkapi dara dari surat SPT yang kurang lengkap praktikan dibantu

oleh staff sehingga pekerjaan praktikan tidak lama tertunda dalam

menyelesaikan TPP.

3. Merencanakan penambahan pengajuan dana belanja bulanan kantor terkhusus

biaya pemakaian internet guna mengganti layanan internet yang lebih baik.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan merupakan sebuah cara

dalam menerapkan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan pada kegiatan

perkuliahan, selain itu kegiatan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk

mematangkan diri serta lebih dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia

kerja yang sesungguhnya. Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Prosedur Pengajuan atau

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik. Setiap langkah sudah

dilakukan sesuai prosedur dan profesional dalam bekerja. Akan tetapi dalam

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis mengalami beberapa kendala

dalam proses pelaksanaannya. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan

kerjasama dan bimbingan dari pembimbing dan rekan-rekan di lingkungan tempat

praktik.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan,

Penulis memiliki beberapa saran yang kiranya dapat membantu pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan kedepanya agar lebih baik lagi, Namun bukan suatu

kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan saran yang mudah-mudahan

bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya berikut beberapa saran

yang diberikan Penulis yakni Mengingat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

memiliki pengaruh serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

Kinerja pegawai, maka diharapkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera

Selatan memperhatikan faktor dan juga pemahaman tentang perhitungan

kedisiplinan pegawai TPP.
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